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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas terselesaikannya buku ini, yang berjudul "Pengelolaan Keua-
ngan UMKM di Era Digital: Langkah Praktis Menuju Bisnis
Berkelanjutan". Buku ini lahir dari keinginan kami untuk membe-
rikan panduan praktis kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan pengelolaan
keuangan di era digital yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi dan kebu-
tuhan pasar terus berubah. Oleh karena itu, kami berharap buku ini
tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi
pelaku UMKM untuk terus belajar, berinovasi, dan berkembang.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami mendapatkan
banyak dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
keluarga, kolega, dan para profesional yang telah memberikan
masukan berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat
yang nyata bagi pembaca, khususnya para pelaku UMKM, akademisi,
dan siapa pun yang peduli terhadap pengembangan UMKM di era
digital.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki
keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik
dan saran demi penyempurnaan di masa mendatang.

Selamat membaca, dan semoga buku ini menjadi bekal
berharga dalam perjalanan Anda menuju pengelolaan keuangan
yang lebih baik dan bisnis yang berkelanjutan.

Bogor, 8 Maret 2025
Hormat kami,

Tim Penulis
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BAB 11:
PENGELOLAAN PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM
Estuti Fitri Hartini, S.E., M.M.

Universitas [IPWIJA

e-mail: estufitrihartini@gmail.com

ABSTRAK

Perpajakan dan kepatuhan hukum sangat penting untuk
keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Perpajakan, kepatuhan
hukum, dan penggunaan solusi digital sangat penting untuk
mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan
pajak. Ini menunjukkan bukan hanya kewajiban perpajakan yang
diatur tetapi juga kepatuhan, yang dapat memberikan keuntungan
tambahan bagi bisnis, seperti meningkatkan reputasi perusahaan di
mata konsumen, memberikan akses ke program pemerintah dan
koperasi, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Studi kasus
menunjukkan bahwa keberlanjutan dan daya saing UMKM terkait
dengan kepatuhan pajak. Namun, juga ada hambatan di bidang ini,
seperti peraturan yang rumit, kekurangan sumber daya, dan
kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Pendidikan perpajakan,
pemasaran pajak yang sederhana, dan otomatisasi beberapa proses
bisnis melalui aplikasi pajak dan sistem otomatis adalah cara untuk
mengatasi masalah ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan
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UMKM untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik,
meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Teknologi Digital, Pengelolaan
Pajak, Regulasi Perpajakan

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran
sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan
kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan
tenaga Kkerja. Seperti halnya dengan bisnis yang lain, dengan
berjalannya waktu dan sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan, UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan dan
hukum. Pengetahuan dan manajemen yang tepat dari area ini adalah
kunci bagi kelangsungan bisnis dan pertumbuhan UMKM, (Judijanto,
2024).

Pentingnya Pengelolaan Pajak dan Kepatuhan Hukum bagi
UMK sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi
oleh setiap pelaku bisnis termasuk UMKM dengan mengikuti
ketentuan peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku di
Indonesia. Ketidakpatuhan bisa mengakibatkan sanksi administratif
pengenaan denda bahkan risiko tuntutan hukum yang berpotensi
mengganggu kelancaran operasional bisnis.

Tentunya kepatuhan hukum WP tidak lepas dari pengaruh
bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah agar sanksi
tidak terjadi (Kausar, Sujatmiko, Muchsidin, Baharuddin, 2022).
Selain itu reputasi serta kepercayaan UMKM dapat ditingkatkan
melalui ketaatan pada peraturan perpajakan dan hukum yang akan
membuat pelanggan, mitra bisnis, dan pemerintah lebih percaya
terhadap usaha tersebut sehingga membuka peluang kerjasama dan
pengembangan bisnis yang lebih luas.
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UMKM akan lebih diutamakan oleh institusi keuangan ketika
mereka memiliki catatan yang baik dalam mematuhi pajak dan
peraturan hukum, sehingga memudahkan mereka mendapatkan
akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Kepatuhan
atas pajak memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat
dan negara. Meskipun demikian hambatan yang dihadapi oleh Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dalam urusan Pajak dan Kepatuhan
terhadap Hukum sangat banyak, diantaranya aturan pajak dan
hukum sering kali rumit dan berubah-ubah, membuatnya sulit
dipahami dan diikuti oleh pelaku usaha kecil menengah (UMKM),
sumber daya yang terbatas dalam menangani urusan perpajakan dan
hukum secara profesional, tingkat pengetahuan dan kerangka pikir
yang kurang pada pemilik UMKM tentang perpajakan dan hukum
yang perlu ditingkatkan dengan penyediaan informasi dan edukasi
yang mudah dipahami, (Eliysabet et al., 2022).

Pentingnya kelompok UMKM melakukan berbagai pelatihan
mengenai peraturan perundangan dan hukum baik melalui acara
seminar atau workshop ataupun berkonsultasi dengan para ahli di
bidang tersebut, dapat memanfaatkan teknologi yang dewasa ini
telah merebak seperti Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan
aplikasi perpajakan dapat membantu UMKM dalam mengelola
keuangan dan perpajakan secara lebih efisien, bahkan dapat
berkonsultasi dengan ahli hukum dan konsultan pajak agar
mendapatkan saran yang lebih tepat, (Henriette & Erasashanti,
2023).

Mengikuti program pendampingan-pendampingan yang di-
berikan pemerintah secara gratis. Dengan memperoleh pemahaman
dan pengelolaan yang baik dan tepat terhadap aspek perpajakan dan
hukum, UMKM dapat dengan aman dan nyaman beroperasi secara
legal, sehat secara finansial, dan berkontribusi pada pertumbuhan
perekonomian Indonesia.
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A.

II. STATE OF THE ART
Pembahasan mengenai pengelolaan kas dan likuiditas meliputi:

Pengenalan Pajak bagi UMKM. Pembahasan ini memberikan
edukasi dasar tentang pentingnya pemahaman pajak, jenis dan
kewajiban pajak untuk UMKM

Kewajiban Pajak dan Manfaatnya untuk Bisnis. Menjelaskan
bagaimana tanggungjawab perpajakan dan perolehan keuntu-
ngan UMKM dari kepatuhan pajak

Solusi Digital untuk pengelolaan pajak yang efektif. Penjelasan
penggunaan teknologi dalam mempercepat, mempermudah dan
meningkatkan akurasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
UMKKM

Kasus Praktis: Pengaruh kepatuhan pajak terhadap keberlan-
jutan UMKM. Sharing contoh nyata bagaimana pertumbuhan dan
daya saing bisnis didukung oleh kepatuhan pajak

Rekomendasi untuk memastikan kepatuhan dan Efesiensi Pajak.
Sebagai saran strategis untuk UMKM dalam memenuhi kewa-
jiban pajak dengan tepat waktu serta pengelolaan pajak yang
optimal

III. PEMBAHASAN
Pengenalan Pajak Bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit

usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha
yang memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan dalam
Undang-Undang No.20 Tahun 2008. UMKM berperan penting pada
perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Dalam
konteks ini, pemahaman tentang pajak menjadi sangat krusial bagi
pelaku UMKM untuk memastikan kepatuhan hukum dan meman-
faatkan manfaat yang ada. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban
hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi
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negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik.

Definisi dan Klasifikasi UMKM

UMKM didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No. 6
Tahun 2023 tentang Penentapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah. Klasifikasi UMKM dibedakan berdasarkan aset dan
omzet dengan kategori sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Kepemilikan modal usaha maksimal Rp1 Miliar
(belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

2. Usaha Kecil: Memiliki modal usaha hingga maksimal Rp5 Miliar
(belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

3. Usaha Menengah: Modal usaha di atas Rp.5 Miliar hingga Rp10
Miliar.

Adapun beberapa ciri UMKM meliputi:

1. Kemandirian: UMKM biasanya dimiliki dan dikelola oleh indivi-
du atau kelompok tanpa keterikatan pada perusahaan besar.

2. Skala Kecil: Operasionalnya terbatas pada skala kecil dengan
jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit.

3. Penggunaan Teknologi Sederhana: Banyak UMKM menggunakan
teknologi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat
lokal.

4. Produksi Lokal: Sumber bahan baku umumnya berasal dari
daerah setempat, mendukung perekonomian lokal

Pengertian Pajak dan fungsinya

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penda-
patan utama negara untuk berbagai keperluan publik seperti pemba-
ngunan infrastruktur fisik dan non-fisik, pelayanan kesehatan,
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pelayanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.

Fungsi Pajak:

1. Pendapatan Negara untuk membiayai segala aktivitas peme-
rintahan.

2. Sebagai alat Distribusi Pendapatan dari kelompok masyarakat
yang mampu ke kelompok masyarakat yang kurang mampu
melalui program-program sosial.

3. Instrumen kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian,
misalnya melalui pengurangan atau peningkatan tarif pajak.

4. Mengendalikan Kegiatan Ekonomi melalui kebijakan perpajakan,

misalnya dengan memberikan insentif pajak untuk mendorong
investasi atau mengenakan pajak yang tinggi pada produk yang
dianggap merugikan masyarakat.

Prinsip-prinsip Perpajakan

1. Keadilan, Beban pajak harus adil, yang berarti setiap wajib pajak
harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka.

2. Kepastian Hukum, Peraturan perpajakan harus jelas, pasti, dan
tidak menimbulkan keraguan sehingga wajib pajak dapat
merencanakan kewajiban pajaknya.

3. Efisiensi, Pengumpulan pajak harus dilakukan secara efektif,
sehingga biaya administrasi perpajakan dapat diminimalkan

4. Kemampuan Membayar, Beban pajak tidak boleh melebihi
kemampuan wajib pajak untuk membayar.

Dasar Hukum Pajak UMKM

Pajak untuk UMKM diatur dalam Undang-undang dan

beberapa peraturan pemerintah berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
peraturan perpajakan

Peraturan Pemerintah Tahun 2022 tentang Penyesuaian
Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
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3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46/2013):
Mengatur pajak penghasilan (PPh) final bagi Wajib Pajak dengan
peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar per
tahun. Tarif pajak yang dikenakan adalah 1% dari omzet. PP ini
bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpa-
jakan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pembu-
kuan(Rani Maulida, 2023), (Kementerian Keuangan RI, 2022).

4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018):
Menggantikan PP 46/2013 dengan menurunkan tarif pajak
menjadi 0,5% dari omzet sampai dengan 4.8 miliar. PP ini juga
memberikan opsi bagi Wajib Pajak untuk memilih antara
menggunakan tarif PPh final atau mengikuti ketentuan umum
dalam UU Pajak Penghasilan (Dina Lathifa, 2024).

Jenis Pajak

Berikut adalah jenis-jenis pajak utama yang relevan bagi
UMKM di Indonesia (Dina Lathifa, 2024):

1. Pajak Penghasilan (PPh):

a. Pengertian: PPh adalah pajak yang dikenakan atas peng-
hasilan, baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan
usaha. Bagi UMKM, PPh dikenakan atas penghasilan bruto
(omzet) dengan tarif yang ditentukan berdasarkan pera-
turan pemerintah.

b. PPh Final UMKM: Berdasarkan peraturan pemerintah,
UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun dike-
nakan PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Tarif ini berlaku
sebagai bentuk insentif agar pelaku UMKM lebih mudah
memenuhi kewajiban pajak tanpa harus menghitung laba
bersih.

c. Jenis-Jenis PPh Lain: Selain PPh final, beberapa UMKM mung-
kin perlu membayar PPh lainnya seperti PPh Pasal 21 (pajak
penghasilan atas gaji karyawan) jika memiliki karyawan atau
PPh Pasal 23 atas jasa tertentu yang diperoleh.
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2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

a.

Pengertian: PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi
barang dan jasa di dalam negeri. PPN biasanya dikenakan
pada setiap proses produksi dan distribusi barang atau jasa.

PKP dan Batas Omzet: UMKM dengan omzet di atas Rp4,8
miliar wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
memungut PPN dari penjualan barang atau jasa mereka.
Adapun UMKM dengan omzet di bawah batas ini tidak
diwajibkan memungut PPN tetapi dapat secara sukarela
mendaftar menjadi PKP.

Pemungutan dan Pelaporan: Bagi yang sudah menjadi PKP,
pemungutan PPN dilakukan dengan menerbitkan faktur
pajak yang disebut e-Faktur dan harus dilaporkan setiap
bulan.

3. Pajak Daerah dan Retribusi:

a.

Jenis Pajak Daerah: Pajak daerah meliputi pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah setempat, seperti pajak
reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bumi dan
bangunan (PBB). UMKM yang beroperasi dalam wilayah
tertentu wajib mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah masing-masing.

Retribusi Daerah: Selain pajak daerah, pemerintah daerah
juga menarik retribusi untuk berbagai layanan atau izin
usaha yang diberikan. Misalnya, UMKM yang menggunakan
lahan publik atau fasilitas umum mungkin dikenai retribusi
terkait izin penggunaan tempat.

Manfaat Pajak Bagi UMKM

Membayar pajak memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku

UMKM, antara lain:

1. Akses ke fasilitas pemerintah: Dengan terdaftar sebagai Wajib
Pajak, UMKM dapat mengakses berbagai program bantuan dan
insentif dari pemerintah.
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2. Meningkatkan kredibilitas usaha: Kepatuhan pajak dapat
meningkatkan reputasi bisnis di mata pelanggan dan mitra
usaha.

3. Kontribusi terhadap pembangunan: Pajak yang dibayarkan
berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan
publik yang mendukung perkembangan usaha

B. Kewajiban Pajak dan Manfaatnya untuk Bisnis
Kewajiban Perpajakan Umum

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (WP) di Indonesia,
baik untuk individu maupun badan usaha, merupakan aspek penting
dalam menjalankan bisnis secara legal. Memahami kewajiban ini
tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi tanggung
jawab hukum, tetapi juga memberikan manfaat strategis yang dapat
mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Setiap Wajib Pajak di Indonesia memiliki kewajiban untuk:

1. Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak: Setiap individu atau
badan yang memenuhi syarat harus mendaftar untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ber-
fungsi sebagai identitas pajak yang diperlukan untuk melakukan
transaksi bisnis.

2. Menghitung dan Menyetorkan Pajak: Wajib Pajak wajib meng-
hitung pajak terutang yang harus dibayar berdasarkan peng-
hasilan yang diperoleh. Penyetoran pajak harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, tanpa bergantung pada Surat
Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

3. Melaporkan Pajak: Setiap tahun, Wajib Pajak harus menyam-
paikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang mencakup
semua penghasilan dan pajak yang telah dibayar. Pelaporan ini
penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas
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4. Mematuhi Jenis Pajak Tertentu, Terdapat berbagai jenis pajak
yang mungkin dikenakan, seperti:

a.

Pajak Penghasilan (PPh): Dikenakan atas penghasilan yang
diperoleh oleh individu atau badan usaha.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dikenakan atas penjualan
barang dan jasa. Jika omzet UMKM melebihi batas tertentu,
mereka juga diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan
PPN

Pajak Penghasilan Pasal 21: Dikenakan atas gaji atau upah
karyawan artinya jika UMKM memiliki pegawai, maka wajib
membayar PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan
yang diterima oleh pegawai

Pajak Penghasilan Pasal 23: Dikenakan atas penghasilan
yang diterima dari penyewaan atau jasa lainnya

Pajak Penghasilan (PPh): Berdasarkan Peraturan Pemerin-
tah No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022, UMKM
dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per
tahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet.
Namun, terdapat ketentuan bahwa setelah masa berlaku tarif
ini berakhir (maksimal 7 tahun untuk orang pribadi), UMKM
akan dikenakan tarif normal sesuai Pasal 17 UU PPh yang
baru.

Kewajiban Pajak untuk UMKM

UMKM perlu memahami kewajibannya sebagai wajib pajak

pribadi atau badan usaha atau keduanya. Oleh karena itu peraturan
pemerintah yang harus dipatuhi mengenai pengenaan Pajak
Penghasilan (PPh) bagi UMKM, yakni PP 46 dan PP 7. Pelaku UMKM
dapat menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak
Badan, kedua WP ini memiliki kewajiban dalam membayar pajak
yang telah ditentukan pemerintah. Wajib Pajak OP UMKM dapat
menggunakan tarif PPh final yang nilainya lebih rendah, namun
untuk WP badan usaha seperti koperasi atau perseroan terbatas
dikenakan pajak sesuai peraturan yang diberlakukan.
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Perbedaan dari PPh berdasarkan PP 46 dan PP 7:

1. PP 46 PPh Final

a.

UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak
dikenakan PPh (Penghasilan tidak kena pajak/PTKP),
sedangkan UMKM dengan omzet antara Rp500 juta hingga
Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari
omzet, Hal ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam
menghitung kewajiban pajaknya

Batas Peredaran Bruto: Diterapkan untuk UMKM dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu
tahun pajak, Kepatuhan terhadap PPN dan menjadi PKP, Jika
omzet UMKM melebihi batas tertentu, mereka juga
diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN

Kewajiban Penyampaian SPT: Meskipun dikenakan tarif
final, pelaku UMKM tetap wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, Pelaporan SPT bagi
UMKM yang menggunakan sistem PPh final, pelaporan SPT
dilakukan setelah pembayaran pajak, sehingga proses
administrasi menjadi lebih sederhana

Pemberlakuan PP 46 dengan tarif 0,5% bagi WP pajak

badan usaha (CV) masa berlaku PP 46 adalah 4 tahun, untuk PT
masa berlaku 3 tahun, untuk PT Perorangan berlaku 4 tahun, jika
masa berlakunya telah selesai maka wajib beralih ke Pasal 17 UU
7 tahun 2021, (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2022) Pasal
17 untuk badan usaha sebesar 11% dan progresive 22%

2. Pasal 17 Tarif Pajak Progresif

a.
b.

C.

5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta
15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta

25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan
Rp500 juta

30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan Rp5
miliar
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e. 35% penghasilan diatas Rp5 miliar

Penghasilan kena pajak ini berasal dari Omzet - HPP- biaya
usaha = laba bersih yang akan dikenakan pajak PP 7

Kewajiban pembayaran Wajib Pajak OP yang menggunakan PP
7 wajib membuat pembukuan dan melaporkan penghasilannya
secara terperinci. UMKM yang melakukan perubahan penggunaan
dari PP 46 ke PP 7 pasal 17 perlu untuk melakukan pembenahan
pada laporan keuangan di antaranya rekening koran yang dikhusus-
kan untuk usaha agar perputaran kegiatan usaha dapat dipantau
dengan baik, pencatatan penjualan dan pembelian dan biaya yang
dikeluarkan direkap dengan rinci.

Dengan adanya PP 46 dan PP 7, UMKM mudah memilih skema
perpajakan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi usahanya.
Untuk itu penting memberikan edukasi mengenai tax planing untuk
kalangan UMKM agar kegiatan usaha mereka berjalan legal dan
efesien.

Manfaat Kepatuhan Pajak bagi Bisnis

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya
menghindarkan pelaku usaha dari sanksi hukum, tetapi juga
memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Akses ke Pembiayaan: Dengan memenuhi kewajiban perpajakan,
pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses kredit dari lembaga
keuangan. Bank cenderung lebih percaya pada usaha yang patuh
pajak karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas

2. Meningkatkan Reputasi Usaha: Kepatuhan pajak dapat mening-
katkan citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Hal
ini penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan
jangka panjang.

3. Dukungan Pemerintah: Pelaku usaha yang patuh pajak berpo-
tensi mendapatkan akses ke program-program bantuan dan
insentif dari pemerintah, seperti pelatihan atau subsidi.

315 | Pengelolaan Keuangan UMKM di Era Digital



4. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi: Dengan membayar
pajak, pelaku usaha berkontribusi pada pembangunan infra-
struktur dan pelayanan publik yang pada akhirnya akan
mendukung pertumbuhan bisnis mereka sendiri

Solusi Digital untuk Pengelolaan Pajak yang Efektif

Di era digital saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) di Indonesia semakin dituntut untuk memanfaatkan
teknologi dalam pengelolaan pajak mereka. Solusi digital tidak hanya
mempermudah proses pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan
efisiensi dan akurasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Berikut adalah beberapa solusi digital yang dapat diadopsi oleh
UMKM untuk pengelolaan pajak yang lebih efektif.

1. Aplikasi Pajak Berbasis Online: Aplikasi pajak seperti Mekari
Klikpajak dan Pajak.io menawarkan kemudahan dalam pelapo-
ran dan pembayaran pajak. Aplikasi ini terintegrasi langsung
dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (D]JP), memungkinkan
UMKM untuk:

a. Membuka Akun dan Mengelola Dokumen: Proses registrasi
yang mudah memungkinkan UMKM untuk mengunggah
dokumen pajak seperti faktur dan bukti potong dalam satu
platform

b. Memanfaatkan Dasbor untuk Pemantauan: Halaman dasbor
yang menyajikan informasi penting mengenai pajak dan
keuangan bisnis membantu UMKM dalam pemantauan
kinerja usaha secara real-time

2. Otomatisasi Pelaporan Pajak: Sistem otomatisasi dalam aplikasi
pajak membantu mengurangi kesalahan manusia (human error)
yang sering terjadi pada pelaporan manual. Fitur-fitur seperti
validasi NPWP otomatis dan pengambilan data dari server DJP
memungkinkan UMKM untuk menyelesaikan pelaporan dengan
lebih cepat dan akurat

3. Fasilitas Perpajakan Digital: Beberapa platform perpajakan
digital menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebu-
tuhan UMKM, termasuk penyederhanaan proses pembayaran
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pajak dan akses mudah ke informasi perpajakan. Contohnya,
PaDi UMKM menyediakan fitur e-Faktur yang memudahkan
pembuatan faktur pajak elektronik sesuai dengan transaksi yang
terjadi

4. Konsultasi Pajak Digital: Platform seperti Mylndibiz menawar-
kan layanan konsultasi pajak bagi UMKM, membantu mereka
memahami kewajiban perpajakan dan menghindari kesalahan
dalam pelaporan-pelaporan. Dengan adanya konsultasi ini,
pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam memenuhi
kewajiban mereka.

5. Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan: Pemerintah dan lembaga
terkait juga dapat memberikan pendidikan serta pelatihan
mengenai perpajakan digital kepada UMKM. Ini penting agar
mereka dapat memahami aturan perpajakan yang berlaku dan
melaksanakan kepatuhan dengan lebih baik.

Penggunaan digitalisasi dalam pengelolaan pajak tentu
memberikan bermanfaat bagi UMKM, termasuk dapat meningkatkan
efisiensi waktu, mengurangi risiko atas kesalahan, serta mem-
berikan akses kemudahan dalam informasi perpajakan. Dengan
meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi ini, UMKM bukan
hanya dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakannya akan tetapi
juga dapat berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi digital di
Indonesia.

Beberapa aplikasi yang dan perangkat lunak:

1. e-Faktur: Aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang
wajib digunakan oleh seluruh wajib pajak yang menerbitkan
faktur pajak.

2. e-SPT: Aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang
digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik.

3. Aplikasi Akuntansi: Banyak aplikasi akuntansi yang terintegrasi
dengan sistem perpajakan, seperti MYOB, Accurate, dan Zahir
Accounting.
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4. Platform Pajak Online: Platform seperti Klikpajak, pajak.io, dan
lainnya menawarkan berbagai fitur untuk membantu UMKM
dalam mengelola pajak, mulai dari pembuatan faktur hingga
pelaporan SPT

Aplikasi dapat dipilih sesuai kebutuhan, yang mudah
digunakan, dapat terintegrasi dan update secara berkala.

C. StudiKasus
Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap keberlanjutan UMKM

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting yang
mempengaruhi keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Dalam konteks ini, studi kasus yang dilakukan di berbagai
daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak
hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berimplikasi pada
pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Berikut adalah beberapa
temuan dari penelitian yang relevan mengenai pengaruh kepatuhan
pajak terhadap keberlanjutan UMKM. Bahkan sosialisasi perpajakan,
dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menentukan
kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM (Palupi & Arifin, 2023).

1. Penelitian di Kabupaten Purbalingga

Sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purba-
lingga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki dampak
positif terhadap keberlanjutan UMKM. Penelitian ini menggu-
nakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam
kepada pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lainnya.
Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi antara Direktorat Jenderal
Pajak dan pelaku UMKM dalam bentuk pemberdayaan dan
kolaborasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan
kepatuhan yang tinggi, UMKM dapat memperoleh akses lebih
baik terhadap sumber daya dan dukungan pemerintah, yang
pada gilirannya mendukung keberlanjutan usaha mereka
(Hartanto, 2023).
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2. Studi di Kota Semarang

Penelitian lain yang dilakukan di Kota Semarang mengin-
vestigasi pengaruh kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan
akses perizinan terhadap keberlanjutan UMKM. Menggunakan
metode analisis kuantitatif dengan sampel 176 pemilik atau
manajer UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan
pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
keberlanjutan usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya
kerangka hukum dan peraturan dalam mendorong ketahanan
bisnis serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhan UMKM (Judijanto, 2024).

3. Hubungan antara Kepatuhan Pajak dan Peningkatan Omzet

Sebuah studi di Kabupaten Bogor menemukan bahwa
terdapat hubungan positif signifikan antara kepatuhan pajak dan
peningkatan omzet usaha para pelaku UMKM. Penelitian ini
menunjukkan bahwa semakin patuh suatu entitas dalam
memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar kemungkinan
untuk mengalami peningkatan omzet. Hal ini mencerminkan
bahwa manajemen yang baik dalam administrasi perpajakan
berkontribusi pada kepercayaan investor dan pelanggan

Studi Kasus UMKM yang berhasil Mematuhi Pajak
1. UMKM di Sektor Makanan dan Minuman

Salah satu UMKM di sektor makanan dan minuman telah
berkomitmen untuk mematuhi pajak sejak awal berdirinya.
UMKM ini berhasil mendapatkan pendanaan dari lembaga
keuangan dengan memanfaatkan aplikasi perpajakan dan mem-
bayar pajak secara teratur.

Karena memiliki rekam jejak kepatuhan pajak yang baik,
UMKM ini lebih mudah mendapatkan izin untuk mengem-
bangkan bisnis dan mendapatkan kepercayaan konsumen yang
semakin meningkat. Karena kepatuhan pajak yang baik, UMKM
ini memiliki reputasi yang lebih baik di pasar, sehingga
pendapatan bisnis terus meningkat.
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2. UMKM di Sektor Kerajinan Tangan

Untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak,
UMKM di sektor kerajinan tangan ini menggunakan layanan e-
Filing dan e-Billing. Dengan pencatatan dan pelaporan yang
konsisten, UMKM ini dapat mengelola keuangan mereka secara
lebih transparan dan lebih mudah menerima bantuan dan
insentif dari pemerintah. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) ini
mengalami peningkatan penjualan dalam beberapa tahun
terakhir dan sekarang memiliki kemampuan untuk ekspansi
berbagai pasar di dalam negeri.

Studi Kasus UMKM yang mengalami kendala akibat ketidak-
patuhan Pajak

1. UMKM di Sektor Retail

Karena kurangnya pengetahuan tentang pajak dan penca-
tatan keuangan yang buruk, salah satu UMKM retail telah
mengabaikan kewajiban pajaknya selama beberapa tahun.
Akibatnya, ketika pemerintah melakukan audit pajak, UMKM ini
terkena denda pajak yang besar. Pengeluaran denda ini
mengganggu arus kas perusahaan dan menurunkan keuntungan
perusahaan. Selain itu, UMKM ini tidak lagi dapat mengakses
program subsidi pemerintah yang dimaksudkan untuk UMKM
yang patuh pajak.

2. UMKM di Sektor Jasa Kecil

Di bidang jasa, UMKM yang tidak membayar pajak sesuai
ketentuan berisiko kehilangan reputasi di mata klien perusahaan
besar yang memerlukan bukti kepatuhan pajak dari mitra
usahanya. Jika mereka tidak dapat menyediakan bukti pem-
bayaran pajak, UMKM ini kehilangan peluang untuk bekerja
sama dengan perusahaan besar yang memiliki persyaratan
kepatuhan pajak yang ketat. Ini mengakibatkan penurunan
pendapatan dan bahkan menimbulkan kesulitan untuk men-
dapatkan klien baru.
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Implikasi Kebijakan

Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan implikasi penting
bagi pembuat kebijakan. Diperlukan desain regulasi yang ideal untuk
menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam
pemberdayaan UMKM. Direktorat Jenderal Pajak dapat berperan
aktif dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui kebijakan fiskal
yang mendukung keberlanjutan sektor UMKM (Hartanto, 2023),
(Judijanto, 2024). Termasuk menggunakan aplikasi solusi alternatif
untuk melakukan pengawasan wajib pajak untuk peningkatan
kepatuhan wajib pajak UMKM (Made et al., 2022) dan perlu adanya
edukasi yang intensif kepada para UMKM agar menumbuhkan
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Hardiningsih et al,,
2020).

IV. KESIMPULAN

Kepatuhan pajak dan pengelolaan hukum merupakan kom-
ponen vital dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan
dan sehat. Dalam skala yang lebih luas, hal ini membantu mening-
katkan penerimaan negara, mendukung pembangunan infra-
struktur, dan menciptakan lapangan kerja. Bagi UMKM, memahami
dan mengelola kewajiban perpajakan secara tepat tidak hanya
memastikan kelangsungan usaha tetapi juga memperkuat kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

A. Poin-Poin Penting untuk Diterapkan

1. Pahami Regulasi Pajak: Pelaku UMKM perlu memahami
kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlakuy,
seperti PP 23/2018.

2. Manfaatkan Solusi Digital: Gunakan aplikasi perpajakan untuk
mempermudah pelaporan dan pengelolaan pajak.

3. lkuti Edukasi dan Pelatihan: Partisipasi dalam seminar atau
pelatihan tentang perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan
dan kepatuhan.
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10.

Sederhanakan Proses Administrasi: Optimalkan teknologi dan
otomatisasi untuk mengurangi kesalahan manusia.

Patuhi Ketentuan Hukum: Pastikan usaha dijalankan sesuai
peraturan hukum untuk menghindari sanksi dan memanfaatkan
program pemerintah.

Jaga Reputasi Bisnis: Kepatuhan pajak meningkatkan keper-
cayaan konsumen dan mitra bisnis.

Pertanyaan Diskusi

Bagaimana kepatuhan pajak dapat meningkatkan keberlanjutan
UMKM?

Bagaimana solusi digital dapat membantu UMKM mengelola
pajak secara lebih efektif?

Bagaimana cara UMKM memahami kewajiban perpajakan
mereka sesuai dengan peraturan pemerintah?

Bagaimana edukasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan
pajak di kalangan pelaku UMKM?

Bagaimana pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan
akses UMKM ke pembiayaan?

Bagaimana pemerintah dapat menyederhanakan proses admi-
nistrasi perpajakan bagi UMKM?

Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem perpaja-
kan untuk UMKM?

Bagaimana studi kasus UMKM yang patuh pajak menunjukkan
manfaat nyata dari kepatuhan hukum?

Bagaimana UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi pelaporan pajak mereka?

Bagaimana ketidakpatuhan pajak dapat berdampak buruk pada
UMKM?
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V. REKOMENDASI KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

Kepatuhan pajak yang tinggi di kalangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk mendukung pertum-
buhan ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Namun, tingkat kepatuhan
pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Untuk
meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak, berikut adalah
beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan.

1. Edukasi dan Sosialisasi Pajak

Pentingnya edukasi tentang kewajiban perpajakan harus
menjadi prioritas utama (Hidayat, 2022) Pemerintah perlu
mengadakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk
memberikan pemahaman yang jelas kepada pelaku UMKM
mengenai: Kewajiban perpajakan, menjelaskan jenis-jenis pajak
yang harus dibayar serta cara pelaporannya; Manfaat kepatuhan
pajak, menunjukkan bagaimana kepatuhan pajak dapat mem-
berikan keuntungan bagi bisnis, seperti akses ke pembiayaan
dan dukungan pemerintah.

2. Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak

Proses administrasi perpajakan sering kali dianggap rumit
oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu
menyederhanakan prosedur pengajuan NPWP dengan memper-
mudah proses pendaftaran agar lebih cepat dan efisien,
mengembangkan sistem pelaporan yang user-friendly dengan
menciptakan aplikasi atau platform yang mudah digunakan
untuk pelaporan pajak, (Alyaa, 2024).

3. Pemberian Insentif bagi UMKM Patuh Pajak

Pemerintah dapat memberikan insentif bagi UMKM yang
menunjukkan kepatuhan tinggi dalam pembayaran pajak, dapat
dengan pengurangan tarif pajak melalui diskon atau pengura-
ngan tarif bagi UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan
tepat waktu, dapat pula dengan program penghargaan, mela-
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kukan penerapan program penghargaan bagi UMKM yang patuh
sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka.

Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan ha-
rus dilakukan secara konsisten untuk mendorong kepatuhan.
Memberikan sanksi tegas bagi UMKM yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan kewajiban pajak oleh UMKM.

Membangun Kepercayaan terhadap Sistem Perpajakan

Kepercayaan terhadap sistem perpajakan sangat penting
untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian Pemerintah
perlu meningkatkan transparansi dengan penyediaan informasi
yang jelas mengenai penggunaan dana pajak untuk
pembangunan publik, menjalin komunikasi yang baik dengan
dibukanya saluran komunikasi antara pemerintah dan pelaku
UMKM untuk mendengarkan keluhan serta masukan mereka
terkait sistem perpajakan, (Hikmah & Hanafi, 2022).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengimplementasian sistem administrasi perpajakan yang
modern mampu membantu meningkatkan efisiensi dan kepa-
tuhan, di antaranya penggunaan teknologi informasi dengan
mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan proses admi-
nistrasi dan pelaporan pajak dan penerapan self-assessment
system melalui pemberian kepercayaan kepada wajib pajak
untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri
dengan pengawasan minimal dari pihak otoritas pajak, (Palupi &
Arifin, 2023).
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